
1' SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 145 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN 
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, tugas dan kewenangan 
Kepala Daerah sebagai Pengelola Katalog Elektronik Lokal 
dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada 
Sekretaris Daerah atau pejabat satu tingkat dibawahnya yang 
mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan barang/jasa 
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Katalog Elektronik 
Lokal; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan; 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik; 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR it.,NTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Proyinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

2. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ 
Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

3. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang 
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, 
Tingkat Komponen Dalam Negeri, produk dalam negeri, produk 
Standar Nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, 
harga, penyedia dan informasi lainnya terkait barang/jasa. 

4. Katalog Elektronik Lokal adalah katalog elektronik yang 
disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

BAB II 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 2 

Gubernur mendelegasikan kewenangan pengelolaan Katalog 
Elektronik Lokal kepada Kepala BPPBJ. 

BAB III 

PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal, meliputi : 

a. barang; 

b. pekerjaan konstruksi; dan 

C. jasa lainnya. 

(2) Pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
huruf b terdiri atas : 

a. umum; dan 

b. umum melalui competitive catalogue. 
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BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai pelaporan dan akuntabilitas serta 
pengawasan pada BPPBJ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Desember 2018 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES BASWEDAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 26 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2018 NOMOR 51047 
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